
BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 158 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN, KULIAH KERJA

NYATA DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

: a. balwa guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi di Daeralt dan mendukung proses

belqjar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) sehingga dapat bersinergi dan mendukung

visi, misi dan prioritas pembalgunal di Kabupaten

Bantut, perlu diatur pedoman pemberian Surat

Keterangan Peletitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan

t raktik Kerja Lapangan (PKL);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurul a, pedu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian

Surat Keterangan Penelitian, Kutiah Kerja Nyata dan

Praktik Kerja Lapangan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Mengingat

/
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daeral

(LembaJan Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun

1950 Nomor 12, f3, 14, dan 15 dad Hal

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa

Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Jo$akarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan PerDinan Berusaha Terintegrasi Secara

. Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

(Berita Negara Republik lndonesia Talun 2018

Nomor 122);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBEzuAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN, KULIAH KERJA NYATA

DAN PRAKIIK KERJA LAPANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yartg dimaksud dengan :

1. Penelitian adatah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah daIl metode

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dart

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah

bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi'

2. Kuliah Keria Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan

yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan/atau dosen di Daerah, termasuk

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan

masyarakat di Daerah.

3. Praktik Kerla Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan

kudkuler yang diLakukan oleh mahasiswa atau peserta didik tingkat

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencakup latihan' praktik

maupun tugas yartg dibebankan oleh perguruan tinggi atau sekolah

4. Peneliti adalah setiap orang baik secara individu' lembaga

pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintah'

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan

penelitian.

5. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah seseorang

yaIlg tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal

dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara

yang memiliki tujuan yang beragam, misatnya dalam rangka menempuh

pendidikar, bisnis maupun hal lainnya'
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6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,

agama dan kepercayaan terhadap T\rhan Yang Maha Esa, untuk berperan

serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tqiuan nasional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

7. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat

yang diterbitkan oleh Bupati yang berisi keterangan mengenai penelitian

yang dilakukan oleh peneliti.

8, Izin adalah Izin tertulis yalg berupa naskah dinas atau naskah dinas

elektronik dari pejabat yang berwenang termasuk SKP, yang diberikan

kepada Pemohon Izin untuk dapat melaksanakan penelitiar, KKN dan PKL

di Daerah.

9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

I l. Bupati adalal Bupati Bantul.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dar Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

13. Badan Perencanaan Pembangunal Daerah adalah Badan Perencanaan

Pembangunarr Daerah Kabupaten Bantul.

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adatai Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Bantul.

16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan

Perencanaan Pembangunal Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam petayanan

perizinan kegiatan Penelitian, KKN dan PKL.

(2) Pemberian SKP, Izin Penelitian, KKN dan PKL dalam Peraturan Bupati ini

bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian, KKN dan PKL dapat

terpantau dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di Daerah.



Pasal 3

Ruang tingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Surat Keterangan Penelitian;

b. lzin KKN;

c. Izin PKL; dan

d- Perizinan Secara Elektronik.

BAB N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Setiap peneliti yarig melaksanakan penelitian di Daerah wajib memiliki

Surat Keterangan Penelitian.

(2) Kewajiban memiliki SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan

terhadap:

a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/ sekolah

dari tempat pendidikan/ sekolah di dalam negeri; dan

b. penelitian yang dilakukar instansi pemerintah yang sumber pendanaan

penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

{3) Surat Keterangan Penelitiar sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerbitan SKP

Paragral I
Ta}rapan

Pasal 5

(1) Penerbitar SKP dilakukan melalui tahapan

a. pengajuan Permohonan;

b. verilikasi dokumen persyaratan; dan

c. penandatanganan SKP.
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Paragra-f 2

Permohonan

Pasal 6

(4) Permohonan SKP diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu.

(5) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

oleh :

a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa domisili

peneliti;

b. Ketua Tim Penelitian bagi Peneliti yang bersifat kelompok dan tidak

tergabung dalam l,embaga Pendidikan/perguruan tinggr, bada-n usaha'

dan/atau organisasi kemasyarakatan dengan diketahui oleh

Lurah/ Kepala Desa domisili Ketua Tim Penelitian;

c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga

pendidikan/perguruan tinggi untuk Peneliti yang berasal dari lembaga

pendidikan/ Perguruan tinggi;

d. Pimpinan yang membidangi penetitian dari badan usaha untuk Peneliti

yang berasal dari badan usaha; dan

e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan

untuk Peneliti yang berasa.l dari organisasi kemasyarakatan'

(6) Format Permohonan SKP sebagaimana tersebut dalam Lamptan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan da Peraturan Bupati ini'

Pasal 7

Permohonan SKP yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu disertai dengan persyaratan sebagai berikut :

a. proposa.l penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:

1. Iatar belakang Penelitian;

2. maksud dan tujuan Penelitian;

3. ruang lingkuP Penelitian;

6

(2) Tahapan penerbitan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi 'tzin online Bantul".

(3) Petunjuk Teknis aptikasi "lzin Online Bantul" sebagaimana dimaksud pada

ayat {2) diatur lebih lanjut da-lam Standar Prosedur Operasional yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizina-n Terpadu.



b

c

d

4. jangka waktu penelitian;

5. nama peneliti;

6. sasaran/ target penelitian;

7. metode penelitian;

8. lokasi penelitian; dan

9. hasil yang diharapkan dari penelitian.

surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan

perau.[a]r perundang-undangan;

surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen

permohonan;

identitas peneliti yang meliputi :

1. Peneliti perseoralgarl melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

dar pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam);

2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan

meliputi:

a) Peneliti kelompok melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

da! pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dari Ketua

Tim;

b) badan usaha yaitu :

1) fotokopi kartu tanda penduduk Ketua Tim:

2) pasfoto Ketua Tim berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam);

dan

3) fotokopi surat pengesahan badan hukum usaha.

c) organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadar hukum yaitu :

1) fotokopi kartu tanda penduduk Ketua Tim;

2) pasfoto Ketua Tim berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam);

dan

3) fotokopi Surat Keterangan Terdaftar.

d) organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yaitu :

1) fotokopi kartu tanda penduduk Ketua Tim;

2) pasfoto Ketua Tim berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam)i

dan

3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi

kcmasyarakatan.
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Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 8

(1) Dinas Penanaman Modat dan Pelayanan Terpadu meLakukan verifikasi

terhadap berkas permohonan SKP yang diajukan oleh pemohon SKP.

(2) Dalam ha1 permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon SKP

dengan disertai petunjuk/keterangan seperlunya.

(3) Dalam hal berkas permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan lengkap, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu mengirimkan berkas permohonan kepada Badan Kesatuar

Bangsa dan Politik untuk dikaji dampak negatif yang diperkirakan akarr

timbul dari penelitian.

(4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberika'n rekomendasi penelitian

atas berkas permohonan SKP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu yaitu :

a. rekomendasi untuk menerima permohonan SKP apabila diperkirakan

penelitian tidak menimbutkan dampak negatif; atau

b. rekomendasi untuk menolak permohonan SKP apabila diperkirakan

menimbulkan dampak negatiL

(5) Badan Kesatuan Bangsa dan politik mengirimkan hasil rekomendasi

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayarlan Terpadu dalam jangka waltu pa.ling laabat 3 (tiga)

hari kela sejak berkas permohonan SKP disampaikan kepada Badan

Kesatuan Bangsa daJI Politik.

(6) Dinas Penanaman Modar dan Pelayanan Terpadu menerbitkan atau

menolak permohonan SKP sesuai rekomendasi dari Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik,

Pasal 9

(1) Dinas Penanamal Modal dan Pelayanan Terpadu menerbitkan atau

menolak permohonan SKP dalam jangka waktu paling tama 5 (lima) hari

kerja sejak permohonan SKP diterima darr dinyatakan lengkap dan dan

dikeluarkannya hasil rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik.
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(2) Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menolak

permohonan SKP, maka penolakan disertai dengan alasan penolakannya

kepada Pemohon.

Paragraf 4

Penandatanganan dan Laporan SKP

BAB III

Izin KKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1 1

(1) Peryuruan Tinggi yang akan melaksanakan KKN di Daerah wajib memiliki

Izin KKN.

(2) Penerbitan lzin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilalsaaakan

oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tema KKN

(1) Tema utama KKN

Daerah.

Pasal 12

mendukung Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan

(2)Tema utama KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama

antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam

berbagai program/kegiatan dan dilaksanakan secara berkelanjutan paling

sedikit dalam periode 1 (satu) tahun.
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Pasal 10

(t) SKP ditandangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modat dan Pelayanan

Terpadu.

(2) Format SKP sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturar Bupati ini.

(3) Pemegang SKP wajib menyampaikan laporan hasil penelitian kepada

Bupati metalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dal Politik dengart

tembusan kepada Kepala Badan Perencaraan Pembangunan Daerah paling

lambat 1 (satu) bular sejak berakhirnya SKP.



Bagian Ketiga

Persetujuan Lokasi KKN

Pasal 13

(1) Perguruan Tinggi sebelum mengajukan permohonan Izin KKN melakukan

konsultasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk

sinlsonisasi program/kegiatan' sasaran dan lokasi pelaksanaan KKN'

(2) Lokasi KKN dipriori.taskan pada Desa dengan penduduk miskin tinggi'

kawasan strategis dan kawasan ra,van bencana'

(3) Hasil konsultasi sebagaimana yang dimaksud Pada ayat (1) sebagai dasar

pelaksanaan obsewasi laPangan.

Pasal 14

(1) Hasil konsultasi dan observasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 digunakan untuk mendapatkan persetujuan lokasi KKN dari

Lurah yang diketahui Camat setempat'

(2) Persetujuan lokasi KKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

mencakup informasi tentang Dusun, Desa dan Kecamatan'

Bagian KeemPat

Mekanisme Permohonan Izin KKN
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Pasal 15

(1) Perguruar Tinggi yang akan melaksanakan kegiatan KKN di Daerah

mengajukan perrnohonan Izin KKN kepada Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal

pelaksanaan KKN.

(2) Persyaratan permohonan lzin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa :

a. surat pengantar da.ri unit pengelota KKN di Perguruan Tinggi;

b. proposal kegiatan KKN yang berisi :

1. pota/jenis KKN yaog dilaksanakan;

2. program/ kegiatar KKN;

3. waktu Pelal<sanaan KKN;

4, ca.lon lokasi KKN mencakup nama dusun, desa' dan kecamatan;



5. data identitas peserta KKN yang sekurang-kurangnya memuat data ;

ca-kupan lokasi, Nomor Induk Mahasiswa, fakultas dan

jurusan/program studi;

6. data identitas penarggungiawab dan/atau Dosen Pembimbing

Lapangan; dal
7. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta KKN atau

dokumen la.in yang sah dari penanggung jawab KKN.

(3) Permohonan Izin KKN sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat

dikembangkan pelaksanaannya secara elektronik.

Bagian Kelima

Verifrkasi Permohonan lzin KKN

Pasal 16

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verihkasi atas

permohonan lzin KKN dengan berdasarkan pada :

a. kesesuaian program/kegiatan KKN dengan Visi, Misi dan Prioritas

Pembangunan Daerah;

b. lrasil mapping dengan ketentuan apabila pengajuan lokasi KKN terpusat

pada lokasi tertentu, maka akan dilakukan pengaturan/penggeseran lokasi

pada wilayah yang menjadi prioritas namun belum terjangkau oleh KKN;

dan

c. kondisi sosiat kemasyaralat di lokasi KKN.

Pasa.l 17

Hasil verifrkasi permohonan Izin KKN yang dilal<ukan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah berupa:

a. penerbitan Izin KKN; atau

b. penolakan permohonan Izin KKN.

Bagian Keenam

Penerbitan Izin KKN

(1) Kepala Badan Perencanaan

menandatangani lzin KKN.

Pasal 18

Pembangunar Daerah menerbitkan dan
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Pasal 19

(1) Izin KKN berlaku selama masa pelaksanaan KKN.

(2) Pemegang Izin KKN wajib :

a. menyampaikan tzin KKN kepada pimpinan lokasi KXN paling lambat 3

(tiga) hari sebelum pelaksanaan KKN; dan

b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKN paling lambat 1

(satu) bulan sejak berakhirnya lzin KKN kePada Bupati melalui Kepala

Badar Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

lzin PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

(1) Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan

melaksanakan PKL di Daerah wajib memiliki lzin PKL'

(2) Penerbitar lzin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang menjadi rujuan PKL.

Bagian Kedua

Persetujuan l,okasi

Pasal 2 I

(1) Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebelum

mengajukan permohonan lzil PKL, melakukan konsultasi kepada

Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL dalam rangka sinkronisasi

program/kegiatan, sasaran dan lokasi pelaksanaan PKL'

(2) Berdasarkan hasil konsuttasi sebagaimana dimalsud pada ayat (l)

Pemohon mengajukan lilft PKL kepada Kepala Perangkat Daerah yang

memberikan persetujuan lokasi PKL.

t2

(2) Penerbitan Izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan Izin KKN

diterima secara lengkap oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Dalam hat Kepala Badan Perencanaan Pembangunal Daerah menolak

perrnohonan tzin KKN, maka penolakan disertai alasan/keterangar tertulis

kepada pemohon.



Bagiar Ketiga

Mekanisme Permohonan Izin PKL

Pasal 22

(1) Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan

melaksarakan kegiatan PKL di Daerah mengajukan permohonal

penerbitan Izin PKL secara tertulis kePada Kepala Perangkat Daerah yang

menjadi tujuan PKL paling lambat 7 (tuluh) hari kerja sebelum

pelalsanaan PKL.

(2) Persya-ratan permohonar penerbitan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. surat pengantar dari unit pengelola PKL di perguruan tinggi/Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK);

b. proposal kegiatan PKL yang berisi:

l. maksud dan tuj uan PKL;

2. metode PKL;

3. waktu Pelaksanaan PKL;

4. data identitas peserta PKL yang sekurang-kurangnya memuat data:

cakupan lokasi PKL, Nomor tnduk Mahasiswa/Nomor Induk Siswa

dan asal fakultas/jurusan/ kompetensi keahlian;

5. data identitas penalggungjawab PKL; dan

6- fotokopi thrtu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang sah

dari peranggung jawab PKL

{3) Permohonan tzin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikembaagkan petaksanaannya secara elcktronik'

Bagiar Keempat

Verilikasi Permohonan Izin PKL

Pasal 23

Perangkat Daerah yartg menjadi tujuan PKL melakukan verifrkasi terhadap

permohonan lzin PKL paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan

diterima berdasarkan Pada:

a. kesesuaian ilmu di Perguruan Tinggi atau Sekolah Menengah Kejuruart

(SMK) dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lokasi PKL; dan

b. intensitas/volume Pekedaan Perangkat Daerah yang bersangkutan

t3



Bagian Kelima

Penerbitan Izin PKL

Pasal 25

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL menerbitkan dan

menandatangani Izin PKL.

(2) Penerbitan lzin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan kepada

Pemohon lzin PKL pating lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan lzin

PKL diterima secara lengkap dan benar oleh Perangkat Daerah yang

menjadi tujuan PKL.

Pasal 26

(1) Izin PKL berlaku selama masa peiaksanaan PKL.

(2) Setiap pemegang Izin PKL wajib menyampaikar laporan hasil pelaksanaan

kegiatan PKL paling tambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya lzin PKL

kepada Bupati metalui Kepata Perangkat Daera-h yang menjadi tujuan PKL'

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menjadi tujuan PKL dapat menerbitkan

surat keterangan telah selesai melaksanakan kegiatan PKL'

BAB V

SURAT KETERAI{GAN PENELITIAN, IZIN KKN DAN PKL BAOI WARGA

NEGARA ASING (WNA)

Pasal2T

Dalam hal Pemohon Surat Keterangan Penelitian, Izin KKN dan PKL

berkewarganegaraan asing, Pemohon Surat Keterangan Penelitian, Izin KKN

dan PKL melampirkan tambahan persyaratan beruPa :

a. surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Istimewa Yosrakarta;

b. surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bantul:

c. surat pengantar dari sponsor/lembaga/Perguruan Tinggi;

14

Pasal24

Hasil verifikasi permohona-n Izin PKL berupa:

a. penerbitan Izin PKL; dan

b. penotakan permohonan Izin PKL.



d. fotokopi Paspor; dan

e. fotokopi KITAS.

Pasal 28

Setiap pemegang lzin dilarang :

a. memindahtangankan lzin; dan

b. menyatahgunakan Izin yarlg diberikan untuk tqjuan tertentu yang dapat

mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah'

Pasal 29

Setiap pemegang Izin berhak :

a. melaksarakan kegiatan peneLitian, KKN dan PKL sesuai lzin yang

diberikan;

b. memperoleh data dan informasi secukupnya dalam rangka mendukung

pelaksanaan penelitian, KKN dan PKL; dan

c. tidak dikenai biaya dalam pengurusan [zin'

BAB VII

PERPANJANGAN SURAT KSIERANGAN PENELITIAN, IZIN KKN DAN IZIN PKL

Pasal 30

(1) Dalam hal kegiatart penelitian, KKN atau PKL dilaksanakan lebih dari 1

(satu) tahun, pemegang izin mengajukan perpanjargan izin'

(2) Izin dapat diperpanjang paling banyal< 2 (dua) kali perpanjangan yang

pengajuan permohonan perpanjangannya dilakukan paling lambat 7

(tqjuh) hari kerja sebelum berakhirnya Izin'

(3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

denga-n mengajukan surat permohonan perpanjangan disertai taporan hasiJ

kegiata,n penelitian, KKN atau PKL yang sudah dilakukan sebelumnya'

(4) Proses penerbitan perpanjangan SKP berlaku secara mutatis mutandis

ketentuanPasal5sampaidenganPasall0terhadaPprosesperpanjangart

SKP.

(5) Proses penerbitan perpanjangal lzin KKN berlaku secara mutatis mutandis

ketentuanPasal15sampaidenganPasallgterhadapprosesperpanjangan
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BAB VI

LARANGAN DAN HAK BAGI PEMEGANG IZIN

lzin KKN.



(6) Proses penerbitan perpanjalgan Izin PKL berlaku secara mutatis mutandis

ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 terhadap proses perpanjangan

Izin PKL.

(7) Perpanjangan Surat Keterangan Penelitian, Izin KKN dan lzin PKL dapat

ditolak dalam hal :

a. penelitian yang dilaksana-kan tidak sesuai dengan permohonan izin;

b. Peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan,

norma atau adat istiadat lokasi penelitian, KKN daII PKL; dan

c. penetitian yang dilaksanakan menimbulkal keresahan di masyarakat,

disintegrasi bangsa atau mengancarn keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3l
(1) Setiap orang yang melangga! ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (U

dan Pasal 20 ayat (1) diberikan sa-nksi administratif berupa :

a. teguran tertulis;

b. peringatan;

c. penghentian kegiatan sementa-ra; dan

d. penghentian kegiatar.

(2) Setiap orang yang melangga.r ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 ayat (2)

dan Pasal 26 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :

a. teguran tertulis;

b. peringatan; dan

c. tidak diterbitkarnya Surat Keterangan telah selesai melaksanakan

kegiatan Penelitian/ KKN/ PKL.

(3) Setiap orang yang melalggar ketentuan Pasal 28 diberikan sanksi

administratif beruPa :

a. pencabutan lzin; dan

b. penghentian kegiatan.

BAB IX

PENGAWASAN, KOORDTNASI, MONITORING, DAN EVAIUASI

Pasal 32

(1) Pengawasan pelaksanaan Penelitian dilaksanatan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik.
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(2) Pengawasan pelaksaraan KXN dilaksanakan bersama antara Dosen

Pembimbing dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah'

(3) Pengawasan pelaksanaan PKL dilaksanakan oleh Dosen/guru pembimbing

dan Perangkat Daerah terkait yang menjadi tujuan PKL'

(4) Dalam hal PKL dilakukan oleh Warga Negara Asing, pengawasal

dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik'

(5) Pelaksanaan KKN di Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat

Daerah terkait.

(6) Pela-ksanaan kegiatan PKL dikoordinasikan, dimonitoring dan dievaluasi

oleh Perangkat Daerah yang menjadi lokasi tujuan PKL'

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturar BuPati Bantul

NomorlosTahun20lTtentangPemberianlzinPenelitian,Kulia}rKerjaNyata
(KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Berita Daeah Kabupaten Bantul

Tahur 20l7 Nomor 1O8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

DitetaPkan di Bantul
30 gzszt^blr ro.ao

BANTUL, ,t

ra
1|

NO

Diundangkan di Bantul

pada Pu 9.rr1 ?oeo

UPATEN BANTUL,

?
n

I JAMHAzuS

AERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR

17
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A. FORMAT SURAT PERMOHONAN SKP PERORA:'ICAN

PerEohoar SL,P

Kepada
Yth BuPati Baltul
Cq Ke;h Dinas Penanarran Modal dan P€layanan Terpadu Kabupaten Bantul

Di Bantul

Dengan hormat,
i..* t r*"a, 4""r" -€agqjukan Pemohonan unruk mendapatka'i Surat Ket€rangan P€nelitjan:

l Nama
2. Tempat tgl lahir
3. Jeris K.lamin
4. Agama
s. P€kerjsu
6. Alamat

Bersama ini saya mengajukan p€rmohonar Surat Keterangan penclitian Kcpada Bupati Bantul

Ittelalui Dhas Penaraman modal dan Pelayanan Tcrpadu Kabupat€n Bsntul dengar k't€ntuar Jcnis

pencfitan ..................') Bidang pedettian .......... " -) sebagai pertimb€ngan 6a]'a lafipirkan hat -
hal sebagai berikut :

r. Proposal Penelitian
2. KIP pcmohon Yang masih bcrlakuj
3. Pas foto berwarna ukursn 4 x 6 (empat kali enam )

O. Srr., p"-V** untuk mentaati dan tidak melsngd ketentuan pcraturan perundans_

undangan b€rmaterai 6,000;
5. surat p'emyataaa bertanggundawab terhadaP keabsahan dokumen/bcrkas y€ng di serankan

b€rmat rai 6.000.

D€mikian permohonan ini, saya buat dengan sesunssuhnva, agar dapat ditindaklanjuti sebasaimana

LAMPIRAN

PERATURAN BUPA?I BANTUL

NOMOR TAHUN 2O2 T

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT

K TERANGAN PENELITIAN, KULIAH KERJA

}{YATA DAN PRAKTIK KERJA I,APANGAN

MenSetahui

Lurah Desa.,..,,,...-,

') di isi jenis penelitian (Pcrorangan/kelomPok/badan usaha/PIlormas
**) di isi bidang penelitran , contoh bidang kesehatan , ekonomi dll

(.

18

(.....



B. FORMAT SURAT PERMOHONAN SKP KELOMPOK

Perihal : PerEohollaE aXP

Kepada
Yth Bupati Bantul
Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Te.padu Kabupaten Bantul

Di Bantul

DenSan hormat,
Ysn; bertaDda tansd mengajukan permohonan untuk mcndapatkan Surat Kctcrangan Pcnclitian:

L Nama fketua/ Koordinator)
2. Tempat tgl hni,
3. Jenis Kelamin
4. Aga&a
s. Peke'jaan
6. Alamat

BersarDa ini saya mengajukan Permohonan Surat Ketcrangan penetitian KePada Bupati Ba'tul

melalui Dinas P;nanaman Modal dan Pelav&an TerPadu tlabupaten Bantul densai ketentuan Jc s

f"r,aiti"t ........... ...') dari Lembaga /lntansi " "" ")Bidang penelitian *"1 sebasai

p€rtimbaDsan saya lampirkan hal - hal sebaSai berikut :

t. Proposai Penelitian
2. KTP pemohon yans masih berlaku;
3. Pa$ foto berwatna ukuran 4 x 6 (empat kali enam l

O. S"-t O"*V.*"" untuk mentaati dan ridak melmSar ketentuan pelaturan penrndanA_

undangan bermaterai 6,000;
t. "".., p1-y".,". u.rtanggundawab terhadap keabsahan dokum€n/berkas vang di serahkan

bermaterai 6.00O.

Demikian perhohonan ini, saya buat dengan *sun88uhnva, sser daPat ditindsklanjuti seba8aimana

Ketua/ Koordinator KelomPok

t)di isi jenis penelitian (Peroraigan/kelompok

")diisi badan usaha /PIlormas
*') di isi bidang p€nelitian , contoh bidang kesehatan . ekonomi dll
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C, FORMAT SURAT PERMOHONAN SKP PENELITI DARI LEMBAGA /INSTANSI

KOP LEMBAGA /INSTA]ISI

lampimn
Perihal : PerEohoratr SKP

Kepada
Yth Bupatr Bantul
;&;;;;"" *"".aman Modal dan Petralanan rerPadu Kabupaten Bartul

Di Betul

;;;";;;;;;*. -ensajukan Permohonar untuk mendapatkan surat K€terarsan Peneritian

Demikianpermohonanini,sa}€buatdensanscsungguhnF,agardapatditiadaklsnjutis€bagaimana

1 Nama ketua Tim
2. Tempat tgi lahir
3. Jcnis Kelamin

s. Pekerjaan

Bcrsama ini saya mengajukafl permohonan Surat Keterangan p€nelitian lGpada Bupati Bartul

tnelaluiDiDasPenanamanModaldanPerayananTerpaduKabupatenBantuldenganketentuanJenis
o.nelitian ..................*) dari t2mbaaa /h;si "" ':" .")Bidans p€nelitian """ *") sbagai

immuanga" "av. 
rampirkan hal - h'l sebagar b€nkut

l. Proposal Penelitian
2. KfP Pemohon Yang da6ih berlaku;

J. Pas foro bemama ukuran 4 x 6 (emnrr kalienan' I

;. ;;; ;;""" udtuk medtaati dan trdak melangar kctcntoan P€raturan p€rlrrdans'

undangan bermat€rai 6,0O0;

s. ""*ip..t 
r,"" t"r€ngSungiavab terhadaP keabsahan dokumen/berkas vans di serahka!

bcrmat rar 6.000'

Pimplnan lembasa/yang membidangi

')di isi jenis penclitlan lPerotngan/k€Iompok

"l disi badan usaha /Pllormas
"1, tr,";5i6rns p"n"iiuan , contoh bidang kesehalan ' 

ekonomr dll
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D. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERI'IYATAAN

Yang bertanda tangan di bavral ini

Nama

Tanggal tahir/Umur

Agama

Pekedaan

A.lamat

Bersamainikamimenyatakanden8ansesunggrrhnya,ba}lv\,akamisanggupmcntaatidan
tidak melanggar ketentuan pelaksanaan penelitian yanS terdapat dalam peraturan perudang -

undaogat Yang berlaku.

DemikiansuratPernyataaninidibuatdengansesungguhnyatanpaadapaksaandaripihak

[lanapun dan untuk dipergunakan sebaSaiElana mestinya'

Bantul,
Yang medbuat Pemyataan'

Rp.5.0m

2l

)



DeBgan irri menyatakan bahwa kami :

1. B€rtanggungjawab terhadap keabsahan Dokumen/berkas lampiran kclcogkapan

permohonan Surat Keterangan Penelitian ini'

2. Bersedia dan bertanggungiawab aPabila terdapat hal - hal yang di anggap sebagai

pelanggaran dan akan kami tanggung seluruhnya tanpa melibatkan orang larn

DemikiansuratPernyataaninidibuatdcngansesungguhnyatanpaadapaksaandaripihak

Eanapuu dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya'

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SIIRAT PERMATAAN

Nama

Tanggal lahir/ Umur

Agama

Pekerjaan

Alamat

Rp 6.000
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Yang bertanda tangan di bawal ini :

Bantul, ... ....-..... .....
YanS mesrbuat PemYataan,

( l



F. FORMAT SURAT KETERANGAN PENELTTIAN

KoP Dinas Peneflaoe Modal dan P'levand TcrPadu

Di b.r&6n Surat (etelangai Ptn'Utien K€Pada

Tujuar P.neutian I

LolasiP€l€linm I

Tsigssr P€ndinan :

Bd.ot Penditis I

st tus Penclitis :

N@a Penatu8unE I

AnSPts P@.litian :

t rnbasa/Bsdal :

SURAT KETERANCAN PEN}iUTIAN

NOMOR

l. surat da.ri.,....-.,..,., Nomor '..,.... . t4na441 , ,,, ' perihal Perohotran 6urat k'terai€sr

2. RekoEndsi drti r€Pala Badan I('etud ts4g$ ds PoUtik KsbuPatcn bmtul NoEor

,.-..,...... t4rg4a1. .... ..' hdl ,',' ,,
'', 

i. *r.,*i" 
"-"n "aIaE 

Neg€ri R'publik Iddonesia No6or 3 tahun 2o1a tertelg Pencrbjrm

Surat K.t r'-a.. trelelitidl

2. Pcraturam BUPaE NoEor " '-,'

1. M€laporks din kePaata pejabat €etempat (cdnat' Lur'h Des' K+ala t[stesr) unnrk o'ndaPat pctuniuk

n.nuhnva. , sLemoar lare berldot
waJrb d.;jasa ,ata temb d€r'-T:"":1rl.llil'*l;; ;#,,rii x-u. s"a- Krsrue Bdasa dan Pobbi
w6iib mmyuparkd hasr l".""i i*iLE ofgu*r,tk t.g".,a:
x!6upalfnB&rul bst strcopv EalPunnarocoPr " -*u'i"i"--,i.;-'y*. a"par m.nsdsgu k8rab o
s'',; K.Ers.an P.neliban Edak di $'Iarlglna
;"Tl$;iilii;;;;p;.'+* y^p,I f,p-"llil,f*Idapa,kan pcrpa,uansa! bla dipcr,ukd
Suat K.terdsm PeEeliud daPat dralut<e EE)

2.
3.

5.

Apabila ketentuan te.*but tialsk dapat dipmuhi surat I('tcroed Pcneliti@ dapat 
'h 

batilkat'

surat(.terglsA[Pm.litianinidapatcuPcrgumka*baaajieamestmyadepcjabatp.fl.IiDtghsctcmpatdi
hatepkaD mcEb.rikd bstue scP'nuhnya

Di Tetapkm di i Bantlrl

Psdaa@gaal :

Ar BuPatl Batrtul

IkPala

Nip
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T€mbusar di saoPaikan
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G FORMAT IZIN KKN

Kop Badai Per€ncanaan Pembangunan Daerah I(abupatcl Bantul

SURA'T KETER-{NGA N,/IZIN

NorEor: .... / ReC / .... / KKN / 20..

l. Peraturan BuPati Bantul - . tentangDaaar

Surat dari
Nomor
Tangaal
P€rih6r

Kepala Badan Pelencanaan P€mbangunan Daerah Kabuparen Bantul, memberikan izin kcpada

I Narrra

2 NIP/NIM/No.I0P
3 No. Telp/ HP

Untuk melaksanakan izin Kuriah Kerja Nvata (KI(N) dengan rincian seb€aai b€rikut :

a. Judul

d. Status izin

e. Jumlah snSaota
f. Nsma r.mbasa

Ketcntuan yang harus ditaati :

l. Dalan ;hkssnakan keaiatan t.rsebut harus selalu berkoordinasi denSan instansi lerkart

untuk me.dapatkan p€tunjuk sePerlunva;
2. waiib mematuhi pemtuIan perundangan yang berlakul
c. h; hanv. aigun.kan untui *egiatan sesuui zin vanadiberikEni
q. Ueni"giL"t.-nitan. .tila dan norma vang berlaku dr lokasi k€8ia[an;

i. i,r. i.i,ral u"i.t, aisaraheunakan uituk'rujuan tert'ntu vans dsPat mcnssansau ketertibar

umum dd kesrabilan Pemerinten;
O. p"*"g*e ; *.iiu -lh.porkan pelaksa,aan kegEtan b€ntuk tqlltcoPJ k€pada Pemerintah
" i<.l"L*'" e..i 

" 
o e.iped" Kauup'ten suntil s€telaI selcsar melaksanakan k'aiaun: d'n

z. i,r. alp"iiiu,;rx""-s.w;;ru-wakru apabila ridak mcmenuhi ketentuan ters(but di atas'

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Nip

T.mbusap dl.a6paillr keDsde Yth-
l. Bupati Banul (sebasai la.poran)
2. ................................------
3. LcmbaSa asal surat Permohonan

?
.).

rBANTUL,

+
\

I

\
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